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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Aktor Intelektual dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan dan Putusan Nomor 1857/Pid.B/2025/PN.Mdn

1. Pertanggungjawaban Hukum Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan

Fenomena maraknya kasus pencurian dengan kekerasan, seperti perampasan sepeda motor di jalan raya, menjadi perhatian serius di masyarakat dan aparat penegak hukum. Kasus ini menunjukkan adanya peningkatan tingkat kriminalitas yang tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga mengancam rasa aman dan ketertiban di masyarakat. 
Perampasan sepeda motor di jalan raya biasanya dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban, baik dengan senjata tajam, senjata api, maupun kekerasan fisik lainnya. Pelaku sering kali memanfaatkan situasi sepi, jalan yang sepi, dan momen tertentu untuk melakukan aksinya secara cepat dan tanpa banyak perlawanan dari korban. Keberadaan kasus ini juga menunjukkan adanya jaringan kriminal yang terorganisir dan modus operandi yang semakin canggih serta beragam.
Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kerugian materi, tetapi juga menimbulkan ketakutan dan ketidaknyamanan masyarakat dalam beraktivitas di ruang publik. Selain itu, tingginya angka kasus ini menuntut perhatian dari aparat penegak hukum untuk melakukan langkah penindakan yang tegas dan efektif serta upaya pencegahan melalui peningkatan keamanan, patroli, dan sosialisasi kepada masyarakat.
Selain aspek hukum, fenomena ini juga memunculkan tantangan dalam penegakan keadilan dan penerapan hukuman yang sesuai agar mampu memberikan efek jera dan mengurangi tingkat kejadian kriminalitas serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor penyebab, pola operasional pelaku, serta upaya penanganan dan pencegahan menjadi hal penting untuk dikaji lebih dalam guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.
Secara normatif, tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan tersebut. Pengaturan ini tidak hanya bersifat umum, tetapi juga mengandung rincian dan ketentuan yang mengatur bagaimana unsur-unsur tindak pidana tersebut harus terpenuhi agar dapat dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[footnoteRef:1] [1: Musa Darwin Pane dan Genesistha Endang Renika Siahaan, Tinjauan Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Pencurian: Analisis Berdasarkan Pasal 362 Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP), Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 26, No. 1, (2025), hlm. 22.] 

Dalam KUHP, pasal yang secara spesifik mengatur tentang pencurian adalah Pasal 362 dan Pasal 363, sedangkan pasal yang mengatur pencurian yang disertai kekerasan diatur dalam Pasal 365. Pasal 365 KUHP secara khusus menyebutkan bahwa pencurian yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain memiliki ancaman pidana yang lebih berat.
Pasal 365 KUHP berbunyi sebagai berikut:
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: 
1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tuhun.
(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Dari pasal ini, dapat dipahami bahwa unsur utama dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan meliputi:[footnoteRef:2] [2: Ibid. ] 

1. Perbuatan mengambil barang, yaitu ada unsur perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
2. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yaitu ada niat jahat atau niat untuk memiliki barang tersebut secara ilegal.
3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, yaitu unsur yang membedakan pencurian biasa dengan pencurian yang disertai kekerasan.
Secara normatif, untuk dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:[footnoteRef:3] [3: Fentry Tendean, Pertanggungjawaban Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Lex Privatum, Vol. 5, No. 6, (2017), hlm. 34.] 

1. Perbuatan mengambil barang, yaitu tindakan aktif untuk menguasai barang milik orang lain tanpa hak.
2. Barang tersebut milik orang lain, yaitu ada objek yang diambil, barang yang merupakan kepunyaan orang lain.
3. Perbuatan dilakukan secara melawan hukum, yaitu tidak sesuai dengan aturan hukum.
4. Disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu pelaku menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan untuk mencapai tujuannya.
5. Niat untuk memiliki secara melawan hukum, yaitu pelaku memiliki niat jahat untuk menguasai barang tersebut secara ilegal.
Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda-beda, tergantung pada bagian mana dari pasal yang dilanggar. Untuk pencurian biasa diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Sedangkan untuk pencurian dengan kekerasan terhadap orang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Selain itu, dalam praktiknya, jika pencurian dengan kekerasan menyebabkan luka berat atau kematian, pelaku dapat dikenai pasal-pasal lain yang lebih berat dan memperberat hukuman.[footnoteRef:4] [4: Ibid. ] 

Dalam penegakan hukum, unsur-unsur tersebut harus dibuktikan secara hukum melalui alat bukti yang sah di pengadilan. Pengadilan akan memeriksa apakah unsur-unsur tersebut terbukti secara lengkap, seperti adanya kekerasan, niat jahat, dan tindakan pengambilan barang yang melawan hukum. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting dalam melindungi hak milik dan menjaga ketertiban umum. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan serius karena melibatkan kekerasan terhadap orang lain, sehingga sanksinya pun cukup berat untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan.
Dengan demikian, secara normatif tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia diatur dalam Pasal 365 KUHP sebagai bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan ini mencakup unsur-unsur utama seperti perbuatan mengambil barang, niat jahat, dan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas dan tegas dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut, sekaligus menjadi acuan dalam proses peradilan pidana di Indonesia.
Pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum karena perbuatannya tersebut termasuk ke dalam kejahatan yang diatur dan diancam sanksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pertanggungjawaban hukum ini merupakan prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban, serta memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat.[footnoteRef:5] [5: Hanafi Amrani dan Mahrus. Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan, Raja Grafindo Persada. Jakarta, (2024), hlm. 67. ] 

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.[footnoteRef:6] Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (liability). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam sebuah kasus, sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.[footnoteRef:7] [6: Youky Surinda, Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum, melalui http://id.linkedin.com , diakses pada tanggal 8 April 2026 Pukul 14.32 Wib.]  [7: Ridwan HR, Op.Cit, hlm. 318-319.] 

Berdasarkan jenisnya, pertanggungjawaban hukum dapat dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu pertanggungjawaban hukum perdata dan pertanggungjawaban hukum pidana. Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).[footnoteRef:8] Sedangkan pertanggungjawaban hukum pidana adalah suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, dan juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.[footnoteRef:9] [8: Komang Adi Utama Putra, Op.Cit., hlm. 31.]  [9: Daud Hidayat Lubis, Op.Cit., hlm. 14.] 

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, setiap orang yang melakukan tindak pidana dianggap bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya yang melanggar norma hukum yang berlaku. Prinsip ini dikenal sebagai principle of accountability atau principle of responsibility. Artinya, pelaku kejahatan harus menghadapi konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukannya, termasuk menjalani proses peradilan dan menerima sanksi sesuai ketentuan hukum.
Dasar hukum pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan terdapat dalam KUHP, khususnya Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, artinya setiap orang bertanggung jawab secara pidana apabila melakukan perbuatan yang diancam pidana menurut hukum pidana. Pelaku pencurian dengan kekerasan, sesuai dengan Pasal 365 KUHP, dapat diproses secara pidana dan diadili di pengadilan.[footnoteRef:10] [10: Riskiyono dkk, Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Dilakukan Secara Bersama-Sama Berakibat Kematian, Jurnal Innovative, Vol. 4, No. 3, (2024), hlm. 9997.] 

2. Pertanggungjawaban Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 1857/Pid.B/2025/PN.Mdn

Terkait dengan pembahasan penelitian ini, adapun pertanggungjawaban hukum yang dimaksud adalah pertanggungjawaban hukum pidana aktor intelektual dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan putusan nomor 1857/Pid.B/2025/PN.Mdn. Untuk melakukan pembahasan permasalahan pertanggungjawaban hukum pidana tersebut, terlebih dahulu peneliti uraikan tentang duduk perkara kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan putusan nomor 1857/Pid.B/2025/PN.Mdn.
Kasus pencurian dengan kekerasan dalam putusan nomor 1857/Pid.B/2025/PN.Mdn tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 pukul 22.00 Wib, terdakwa MPYS bersama dengan Saksi Rafi Ahmad sedang berada di Jalan Jermal VII Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara tepatnya di sebuah rumah kontrakan, lalu Rafi Ahmad menghubungi MFSP dengan mengatakan “bang, ayok kerja” (yang artinya melakukan pencurian) kemudian dijawab oleh MFSP “ayolah”, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2025 sekira pukul 02.00 Wib Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan datang ke rumah kontrakan tersebut lalu terdakwa bersama Rafi Ahmad dan MFSP merencanakan dan sepakat untuk melakukan pencurian kemudian mempersiapkan alat berupa sebilah pisau milik terdakwa yang diambil dari dapur, lalu Rafi Ahmad mengambil satu buah obeng, kemudian terdakwa bersama Rafi Ahmad dan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan menuju jalan Sempurna Ujung Blok II Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan berboncengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan sekira pukul 06.00 Wib.
Ketika dalam perjalanan tersebut melihat korban Serly Br. Tambunan melintas dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi BK 6841 AMP milik Serly Br Tambunan, dan korban keluar dari gang di jalan tersebut kemudian Rafi Ahmad memberi tanda kepada terdakwa dan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan untuk kembali memutar menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh korban tersebut, dimana terdakwa dan Rafi Ahmad langsung mendatangi korban dan menyuruh korban untuk turun dari atas sepeda motornya namun korban menjerit mengatakan “tolonggg....”, sehingga terdakwa panik dan melakukan tusukan ke arah bahu sebelah kiri korban dengan menggunakan sebilah pisau, lalu Rafi Ahmad mengambil satu buah obeng dan menusuk bagian perut korban sebanyak satu kali namun terdakwa melihat korban tetap berdiri sehingga terdakwa menunjang korban hingga terjatuh dari atas sepeda motornya, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor milik korban lalu mengendarai sepeda motor korban tersebut menuju ke Jalan Jermal XII Ujung Medan yang diikuti oleh Rafi Ahmad dan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan.
Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa bersama dengan Saksi Rafi Ahmad dan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan menjual sepeda motor milik korban tersebut kepada Arif seharga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dari hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut dibagi bersama. Terdakwa, Saksi Rafi Ahmad dan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk makan sehari-hari selama tinggal di rumah kontrakan tersebut.
Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B/725/VII/2025/RS. Bhayangkara tanggal 12 Juli 2025, atas nama Serly Br Tambunan yang ditanda tangani oleh dr. Desi Rizky Eliani Rambe, pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan yang hasil pemeriksaan menyimpulkan dijumpai luka sudah terjahit sebanyak empat jahitan pada bahu kiri bagian belakang dengan panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, dijumpai luka memar pada bahu kiri bagian belakang dengan panjang tujuh sentimeter lebar lima sentimeter, dijumpai luka memar pada lengan kiri bagian atas dengan panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter, dijumpai luka robek pada lengan kiri bagian atas dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bagian atas dengan panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter. Luka tersebut diduga akibat benda tumpul. 
Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut membuat korban Serly Br Tambunan merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Medan Area, dimana korban Serly Br Tambunan mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.
Berdasarkan kronologis kasus di atas, dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku aktor intelektual dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Perlu diketahui bahwa pembahasan ini berhubungan dengan aktor intelektual atau dalam bahasa hukum pidana disebut dengan intellectueele dader. Aktor intelektual adalah orang yang merancang dan mengarahkan pelaksanaan kejahatan, tetapi tidak secara langsung melakukan tindak pidana tersebut. Aktor intelektual adalah pihak yang memiliki peran utama dalam perencanaan dan pengendalian kejahatan, biasanya berperan sebagai otak di balik kejahatan tersebut. Aktor intelektual adalah mereka yang merancang, mengatur, dan mengarahkan pelaksanaan kejahatan, dan mereka biasanya berada di belakang layar.[footnoteRef:11] [11: Nelci Duru Kana, dkk, Analisis Yuridis Penjatuhan Putusan Oleh Hakim Terhadap Pelaku Pemalsuan E-KTP Pemilihan Umum, Jurnal Petitum, Vol. 3, No. 1, (2025), hlm. 151.] 

Berdasarkan proses persidangan, terdakwa didakwa dengan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHPidana dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 Tahun dan 7 Bulan. Sedangkan teman-teman terdakwa MFSP dan Rafi Ahmad dalam berkas terpisah dipidana dengan pidana penjara selama empat tahun. Adapun perbedaan hukuman antara terdakwa dengan teman-temannya adalah karena majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa bertindak sebagai perencana serta pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut (intellectueele dader). Sedangkan teman-temannya adalah pelaku eksekutor (plegen) atas arahan dari terdakwa.
Menurut P.A.F. Lamintang, pelaku kejahatan (pencurian dengan kekeran) dilihat dari deliknya dapat dibagi menjadi sebagai berikut:
1. Pelaku (Plegen)
2. Turut Serta (Medeplegen)
3. Menyuruh Lakukan (Doen Plegen)
4. Menganjurkan (Uitlokker)
5. Pembantuan (Medeplichtigheid). [footnoteRef:12] [12: P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, (2022), hlm. 21-23.] 

Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pelaku kejahatan dilihat dari deliknya.
1. Pelaku (Plegen) 
Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut di atas dapat terpenuhi maka dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan;
2. Turut serta (Medeplegen) 
Turut serta adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun non fisik, sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda, maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi medeplegen berbeda-beda. Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkannya. Sepanjang hal itu termasuk ke dalam lingkup pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya terobyektivasi (dilepaskan dari hubungan kesalahan). Apabila terjadi kerjasama secara penuh maka dalam pengenaan pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan sanksi dan apabila ada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana di mana yang satu lebih besar perannya sedang yang lain tidak terlalu besar/kecil perannya maka seperti disebut di atas akan dikualifikasikan sesuai dengan perbuatan. Poin penting lain berkaitan dengan batas/perbedaannya dengan pembantuan, dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan pelaksana/dilihat berdasarkan sifat perbuatan lahirnya.
3. Menyuruh Lakukan (Doen Plegen)
Pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka menunjukkan adanya alasan/dasar-dasar yang meniadakan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang disuruh (aktor materialis) dibebankan kepada pihak yang menyuruh (aktor intelektual) karena aktor intelektual yang menghendaki dan menginginkan terjadi perbuatan pidana dengan melalui pihak lain. Pertanggungjawaban dari aktor intelektual hanya sebatas pada yang disuruhkan saja tidak lebih, dan apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki maka hal tersebut di luar dari tanggungjawab aktor intelektual.
4. Menganjurkan (Uitlokker) 
Dalam bentuk penyertaan ini sama seperti menyuruh yang melibatkan minimal dua orang yang satu sebagai aktor intelektual (pengajar) dan aktor materialis (orang yang melakukan kejahatan atas anjuran aktor intelektual). Aktor intelektual dan aktor materialis kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila terbukti kesalahannya mereka dapat dikenai ancaman pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana aktor intelektual dan aktor materialis mempunyai batasan yaitu penganjur hanya bertanggungjawab sebatas pada perbuatan yang benar-benar dianjurkan. Penganjur dapat pula dipertanggungjawabkan sampai melebihi batasan dari perbuatan yang dianjurkan jika hal itu memang timbul secara berkait sebagai akibat langsung dari perbuatan aktor materialis pada saat melaksanakan anjuran.
5. Pembantuan (Medeplichtigheid) 
Bentuk penyertaan dalam hal pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan batas-batasnya dalam Pasal 57 Ayat (4) KUHP bahwa dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. Tujuan undang undang melakukan pembatasan pada penyertaan pembantuan ini adalah agar tanggung jawab pembuat tidak melampaui batas-batas dari apa yang disengaja mereka sendiri dan apabila tidak dilakukan pembatasan, maka akibat-akibat sifat aksesor (accessoire) dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan uitlokker. Dalam pembentukan terdapat dua pihak yaitu pembantu dan pembuat, dan di antara keduanya harus terdapat kualifikasi yang cocok antara pembantu dan pembuat agar bisa dikatakan telah terjadi pembantuan melakukan perbuatan pidana.
Berdasarkan pembagian status pelaku kejahatan di atas dapat diketahui bahwa salah satu pelakunya disebut sebagai pelaku menganjurkan (uitlokker), yaitu pelaku sebagai aktor intelektual yang menganjurkan kepada pelaku lain untuk melakukan suatu kejahatan dan aktor intelektual tersebut juga terlibat dalam perbuatan kejahatan tersebut. 
Dalam proses peradilan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam putusan nomor 1857/Pid.B/2025/PN.Mdn di atas diketahui bahwa terdakwa ditetapkan sebagai pelaku yang menganjurkan (aktor intelektual) tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban. Hal ini terungkap dari fakta persidangan yang menjelaskan bahwa terdakwalah yang berinisiatif untuk merencanakan tindakan pencurian dengan kekerasan tersebut karena membutuhkan uang, dan kemudian mengajak rekannya MFSP dan Rafi Ahmad untuk melakukan aksi pencurian dengan kekerasan serta terdakwalah yang mempersiapkan sebilah pisau untuk digunakan dalam aksi pencurian dengan kekerasan yang berujung terjadinya luka tusuk pada korban. Oleh karena itu, dalam putusannya majelis hakim menetapkan pidana penjara selama 4 Tahun dan 7 Bulan. Sedangkan teman-teman terdakwa MFSP dan Rafi Ahmad dalam berkas terpisah dipidana dengan pidana empat tahun penjara.
Berdasarkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa selaku aktor intelektual dalam kasus pencurian dengan kekerasan di atas, peneliti akan menganalisis apakah pidana penjara selama 4 tahun 7 bulan tersebut sudah sesuai dengan teori pertanggungjawaban hukum aktor intelektual berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Mengacu kepada ketentuan undang-undang tentang pencurian dengan kekerasan sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu pada Pasal 365 KUHP yaitu:
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: 
1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tuhun.
(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Sedangkan dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa selaku pelaku aktor intelektual tindak pidana pencurian dengan kekerasan menyatakan bahwa terdakwa diduga telah melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP. Jika dilihat dari dakwaan tersebut dan dirujuk kepada ketentuan Pasal 365 KUHP di atas, seharusnya terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun karena tindakan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dengan demikian, terdapat selisih pertanggungjawaban hukum pidana berupa pidana penjara yang dibebankan kepada terdakwa kurang lebih 7 tahun 5 bulan lebih ringan dari pada pidana penjara maksimal yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP di atas.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Shobirin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan cara mengidentifikasi bahwa pertanggungjawaban hukum aktor intelektual dalam kasus pencurian dengan kekerasan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu:
Menurut saya, pertama-tama kita harus melihat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa aktor intelektual memang merencanakan, mengarahkan, atau memerintahkan pelaksanaan tindak pidana tersebut. Hal ini bisa berupa rekaman percakapan, saksi yang melihat adanya komunikasi atau perintah, serta dokumen atau bukti lain yang menunjukkan adanya niat dan peran mereka. Biasanya, kami menilai bukti seperti saksi yang melihat adanya komunikasi antara pelaku dan aktor intelektual, rekaman suara atau video, bukti transaksi, ataupun keterangan tersangka lain yang mengaku diperintah oleh seseorang. Yang penting, bukti tersebut harus memenuhi standar pembuktian menurut hukum acara pidana, yaitu cukup dan meyakinkan.
Menurut analisis peneliti, Pernyataan hakim yang menyoroti aspek penting dalam proses penegakan hukum terhadap aktor intelektual, yaitu kebutuhan akan bukti yang menunjukkan keterlibatan mereka dalam perencanaan dan pengendalian kejahatan. Hakim menegaskan bahwa bukti berupa rekaman percakapan, saksi yang melihat komunikasi atau perintah, serta dokumen yang menunjukkan niat dan peran mereka, merupakan indikator utama. 
Menurut analisis peneliti, pernyataan hakim tersebut memperjelas bahwa identifikasi aktor intelektual tidak cukup hanya dengan keberadaan pelaku fisik, tetapi harus didukung bukti yang menunjukkan peran sebagai perancang atau pengendali. Pernyataan hakim di atas sebagai penguatan asas pembuktian, yaitu menunjukkan bahwa proses pembuktian harus memenuhi standar bukti yang kuat, seperti rekaman dan saksi yang kredibel, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan penafsiran.
Menurut analisis peneliti, pernyataan hakim di atas memiliki kelemahan, yaitu adanya ketergantungan pada bukti tertentu. Pendekatan ini mungkin terlalu bergantung pada bukti konkret yang sulit diperoleh, seperti rekaman atau dokumen, yang bisa menjadi kendala dalam praktik di lapangan. Dalam beberapa kasus, bukti tidak selalu langsung menunjukkan niat atau perintah, sehingga mungkin perlu interpretasi lebih mendalam yang tidak hanya bergantung pada bukti fisik.
Menurut analisis peneliti, pandangan hakim terkait cara mengidentifikasi pertanggungjawaban hukum aktor intelektual dalam kasus pencurian dengan kekerasan di atas sudah sejalan dengan prinsip pembuktian dalam hukum pidana, yang menuntut adanya bukti yang kuat dan meyakinkan untuk menjerat aktor intelektual. Pasal 184 KUHAP menegaskan bahwa bukti harus mampu meyakinkan hakim atas kebenaran suatu fakta. Dengan demikian, penyidik dan penuntut harus mampu mengumpulkan bukti yang dapat menunjukkan adanya komunikasi, perintah, atau dokumen yang membuktikan peran aktor intelektual secara valid dan sah secara hukum.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Shobirin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan cara memastikan bahwa pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan ketentuan pasal dalam KUHP, khususnya terkait unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu:
Kami akan memeriksa apakah unsur-unsur tindak pidana tersebut terbukti, seperti adanya pencurian, kekerasan, dan niat jahat. Selanjutnya, kami menilai apakah aktor intelektual terbukti melakukan peran sebagai perancang, pengarah, atau pemberi perintah yang secara langsung atau tidak langsung turut serta dalam melakukan kejahatan. Jika unsur-unsur ini terpenuhi dan ada bukti yang cukup, maka pertanggungjawaban mereka sudah sesuai dengan undang-undang. Adapun  indikator utama bahwa aktor intelektual sudah memenuhi syarat pertanggungjawaban hukum yaitu adanya bukti nyata yang menunjukkan bahwa mereka memiliki peran sebagai otak atau pengarah kejahatan, bukan sekadar ikut serta secara pasif. Selain itu, tidak ada keraguan bahwa mereka mengetahui dan turut serta dalam proses kejahatan tersebut. Kalau semua unsur tersebut terbukti secara hukum, maka pertanggungjawaban mereka sudah sesuai.[footnoteRef:13] [13: Hasil wawancara dengan  Bapak Muhammad Shobirin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Mei 2026, Pukul 13.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, pernyataan hakim yang menegaskan bahwa proses penegakan hukum terhadap aktor intelektual harus didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana secara lengkap dan bukti yang menunjukkan peran mereka secara spesifik sebagai otak atau pengarah kejahatan. Pendekatan ini menekankan pentingnya aspek materiil dan formil dalam membuktikan keterlibatan aktor intelektual. 
Menurut analisis peneliti, pernyataan tersebut memiliki kelebihan dalam proses penegakan hukum, yaitu adanya kepatuhan pada prinsip legalitas yang menekankan bahwa pertanggungjawaban harus didasarkan pada bukti yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sesuai dengan prinsip hukum pidana bahwa tidak ada hukuman tanpa bukti yang cukup dan memenuhi unsur formil dan materiil.
Pernyataan di atas menegaskan bahwa aktor intelektual harus terbukti berperan sebagai otak, pengarah, atau pemberi perintah, bukan hanya ikut serta pasif, sehingga memastikan keadilan dan kejelasan dalam penuntutan. Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa bukti nyata yang membuktikan adanya peran sebagai pengarah dan mengetahui serta turut serta dalam proses kejahatan adalah kunci utama untuk menilai pertanggungjawaban mereka.
Dengan demikian, pernyataan hakim yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban aktor intelektual harus didasarkan pada bukti yang kuat dan lengkap mengenai peran mereka sebagai pengarah atau otak kejahatan. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip hukum pidana bahwa pertanggungjawaban harus didukung oleh bukti yang cukup dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Peneliti menilai bahwa pendekatan ini merupakan standar yang tepat dan adil, asalkan diikuti dengan pengumpulan bukti yang menyeluruh dan objektif dalam praktiknya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Shobirin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan cara membedakan pertanggungjawaban hukum antara aktor intelektual dan pelaku langsung dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan agar sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu:
Menurut saya, perbedaan utama terletak pada peran dan tingkat keterlibatan mereka dalam kejahatan tersebut. Pelaku langsung biasanya adalah orang yang secara fisik melakukan pencurian dan kekerasan, sedangkan aktor intelektual adalah mereka yang merencanakan, mengarahkan, atau memerintahkan pelaku langsung untuk melakukan kejahatan tersebut. Dasarnya, pelaku langsung dapat dipersangkakan sesuai Pasal 365 KUHP jika terbukti melakukan tindakan fisik pencurian dan kekerasan. Sedangkan aktor intelektual akan dikenai pasal yang sama atau pasal lain yang mengatur mengenai perencanaan dan pengendalian kejahatan, seperti Pasal 55 KUHP yang mengatur tentang turut serta, atau bahkan Pasal 56 KUHP jika terbukti sebagai otak kejahatan. Untuk pelaku langsung, unsur utama adalah tindakan fisik melakukan pencurian dengan kekerasan. Sedangkan untuk aktor intelektual, unsur utamanya adalah bukti bahwa mereka merancang, memberi arahan, atau memerintah sehingga kejahatan tersebut terjadi. Mereka harus terbukti memiliki peran sebagai perencana atau pengarah, bukan hanya ikut serta secara pasif.[footnoteRef:14] [14: Hasil wawancara dengan  Bapak Muhammad Shobirin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Mei 2026, Pukul 13.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, pernyataan hakim yang menyatakan bahwa pemahaman mengenai peran dan tingkat keterlibatan dalam kejahatan sangat penting dalam menentukan dasar pertanggungjawaban pidana merefleksikan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menekankan keadilan dan akurasi dalam penjatuhan hukuman. Analisis ini akan menguraikan aspek-aspek pokok dari pernyataan tersebut, termasuk landasan teoritis, implikasi praktis, serta tantangan yang mungkin timbul.
Menurut analisis peneliti, dalam hukum pidana, prinsip individualisasi menuntut bahwa hukuman harus diberikan secara adil berdasarkan peran dan tingkat keterlibatan individu dalam kejahatan. Sementara itu, prinsip kausalitas mengharuskan adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara tindakan pelaku dan akibat kejahatan. Pemahaman mendalam mengenai peran dan keterlibatan memungkinkan penegak hukum untuk menentukan siapa yang secara langsung bertanggung jawab dan sejauh mana.
Sedangkan menurut teori peran dalam penentuan pertanggungjawaban menegaskan bahwa tidak semua partisipasi dalam kejahatan memiliki tingkat tanggung jawab yang sama. Pelaku langsung biasanya bertanggung jawab penuh karena melakukan tindakan fisik, sedangkan aktor intelektual atau perancang memiliki peran strategis yang memerlukan bukti peran sebagai otak kejahatan. Dengan demikian, peran dan tingkat keterlibatan menjadi indikator utama dalam menentukan tingkat pertanggungjawaban pidana.[footnoteRef:15] [15: Riskiyono dkk, Op.Cit.,  hlm. 9997. ] 

Dengan memahami peran dan keterlibatan, pengadilan dapat memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan dan peran masing-masing pelaku. Hal ini mencegah hukuman yang terlalu berat atau terlalu ringan, serta menghindari kesalahan penjatuhan hukuman terhadap orang yang tidak berperan secara aktif. Kemudian, perlu adanya metode pembuktian yang mampu mengungkap peran dan tingkat keterlibatan secara akurat, termasuk bukti komunikasi, perencanaan, atau perintah yang menunjukkan peran strategis. Hal ini menuntut aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan secara mendalam dan sistematis. Pengacara dan jaksa juga harus mampu mengemukakan dan menilai bukti terkait peran dan tingkat keterlibatan agar proses pengadilan bisa mencerminkan keadilan substantif.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Shobirin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan cara membedakan hukuman antara pelaku langsung dan aktor intelektual dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu:
Biasanya, hukuman yang dijatuhkan bisa berbeda tergantung peran dan tingkat keterlibatan. Aktor intelektual yang terbukti merencanakan dan mengarahkan kejahatan biasanya mendapatkan hukuman yang sepadan karena perannya yang lebih berat, namun tetap harus berdasarkan pertimbangan fakta dan putusan pengadilan.[footnoteRef:16] [16: Hasil wawancara dengan  Bapak Muhammad Shobirin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Mei 2026, Pukul 13.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, pernyataan hakim yang menegaskan bahwa hukuman yang dijatuhkan bisa berbeda tergantung peran dan tingkat keterlibatan serta menyoroti bahwa aktor intelektual yang terbukti merencanakan dan mengarahkan kejahatan biasanya mendapat hukuman yang lebih berat, mencerminkan prinsip keadilan yang proporsional dan berdasar fakta di persidangan. Analisis ini akan membahas aspek-aspek utama dari pernyataan tersebut, termasuk landasan normatif, implikasi praktis, serta tantangan yang dihadapi.
Berdasarkan landasan normatif dalam hukum pidana, prinsip keadilan menuntut bahwa hukuman harus sepadan dengan tingkat kesalahan dan kontribusi pelaku terhadap kejahatan. Oleh karena itu, aktor yang memiliki peran sebagai perencana atau pengarah dianggap memiliki tanggung jawab yang lebih besar, sehingga layak mendapatkan hukuman yang lebih berat. Pelaku langsung dan aktor intelektual memiliki tingkat kesalahan dan kontribusi yang berbeda, yang harus diakomodasi dalam putusan pidana. Pelaku langsung melakukan tindakan fisik, sedangkan aktor intelektual bertanggung jawab secara strategis dan moral atas kejahatan.
Adapun implikasi praktis jawaban hakim di atas, bahwa Pengadilan harus mampu menilai secara objektif dan faktual peran masing-masing pelaku untuk menentukan hukuman yang sesuai. Pengambilan keputusan ini harus didasarkan pada bukti yang kuat dan pertimbangan hukum yang matang, agar hukuman tidak terlalu berat maupun terlalu ringan. Dalam konteks aktor intelektual, pengadilan biasanya menerapkan pasal-pasal yang mencerminkan peran strategis mereka, seperti Pasal 55 KUHP tentang turut serta atau Pasal 56 KUHP tentang otak kejahatan, yang memperkuat dasar hukuman yang lebih berat. Kemudian perbedaan hukuman harus diiringi dengan konsistensi penerapan hukum agar tidak terjadi ketidakadilan atau diskriminasi. Hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti niat, ancaman, dan dampak kejahatan.
Menurut analisis peneliti, pernyataan hakim di atas menegaskan bahwa variasi hukuman berdasarkan peran dan tingkat keterlibatan adalah prinsip keadilan yang mendasar dalam hukum pidana. Pelaku yang terbukti sebagai aktor intelektual dan pengarah kejahatan memang layak mendapatkan hukuman lebih berat, namun keputusan tersebut harus selalu didasarkan pada fakta dan pertimbangan hukum yang matang. Peneliti menilai bahwa pendekatan ini penting untuk memastikan keadilan yang proporsional sekaligus mencegah penyalahgunaan penjatuhan hukuman, tetapi menuntut proses pembuktian dan penilaian yang cermat dan objektif.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Shobirin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan saran atau pesan untuk penegak hukum agar dapat lebih akurat dalam mengidentifikasi aktor intelektual, yaitu:
Yang penting adalah memperkuat proses penyidikan dengan bukti-bukti yang sah dan mendalam. Jangan hanya mengandalkan asumsi, tetapi harus dibuktikan secara faktual dan yuridis sesuai prosedur. Penggunaan alat bukti yang lengkap dan saksi yang kredibel sangat membantu dalam menentukan peran aktor intelektual secara tepat dan adil.[footnoteRef:17] [17: Hasil wawancara dengan  Bapak Muhammad Shobirin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Mei 2026, Pukul 13.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, pendapat hakim tersebut mencerminkan prinsip dasar dalam praktik peradilan pidana, yaitu bahwa keadilan harus didasarkan pada bukti yang sah dan lengkap, bukan hanya pada asumsi atau dugaan. Pendekatan ini juga menegaskan bahwa proses penyidikan harus dilakukan secara sistematis dan prosedural agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan objektif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum aktor intelektual dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan putusan nomor 1857/Pid.B/2025/PN.Mdn adalah sudah tepat dengan beberapa pertimbangan bahwa terdakwa selaku pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta aktor intelktual yang merencanakan kejahatan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan bukti komunikasi antara terdakwa dengan pelaku lainnya yang mengkonfirmasi bahwa terdakwa benar telah merencanakan aksi pencurian dengan kekerasan tersebut dengan mempersiapkan alat yang digunakan untuk mempermudah aksi pencurian yaitu sebuah pisau dan obeng dan merencanakan lokasi kejahatan yang akan dilakukan oleh terdakwa bersama dengan pelaku lainnya.
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Terdakwa Aktor Intelektual Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan pada hakim.[footnoteRef:18] [18: Suci Kurnia Ramadhani, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2013), hlm. 4-5.] 

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini diatur di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi:
“Dalam sidang permusyawarahan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini.
Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap di persidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, hakim harus merumuskan perbuatan terdakwa yang memenuhi rumusan Pasal 365 KUHP yang bunyinya:
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: 
1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tuhun.
(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:
“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga harus mempertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut. Apabila terdakwa memiliki latar belakang sebagai orang miskin hingga dirinya terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan, tetapi apabila terdakwa melakukan pencurian sebagai mata pencaharian atau mencuri agar bisa mendapatkan uang untuk melakukan hal-hal negatif seperti mabuk-mabukan tentu hal ini akan dijadikan hakim sebagai alasan untuk memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhinya. Apabila terdakwa saat melakukan pencurian disertai dengan kekerasan untuk mempermudah pencurian, hakim dapat memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhinya.[footnoteRef:19] [19: Ibid., hlm. 6.] 

Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa aktor intelektual tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor 1857/Pid.B/2025/PN.Mdn adalah sebagai berikut:
Sebelum hakim membuat pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara tersebut, terlebih dahulu hakim melakukan proses pembuktian terhadap tuntutan jaksa yang menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 365 KUHP yaitu berupa perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:
1. Saksi Serly Br Tambunan
Saksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2025 pukul 06.00 Wib di Jalan Sempurna Ujung Blok II Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan Sumatera Utara pada saat Saksi mengendarai sepeda motor milik Saksi tersebut hendak berangkat kerja. Saat Saksi sedang mengendarai sepeda motor untuk berangkat bekerja dan pada saat melintas di Jalan Sempurna Ujung, Saksi diberhentikan oleh Terdakwa dan teman-temannya bernama MFSP dan RA. Kemudian Saksi berhenti dan hanya terdiam, lalu Terdakwa datang dan langsung menyuruh Saksi untuk turun dari sepeda motor dan langsung melakukan tusukan bertubi-tubi ke arah bahu sebelah kiri Saksi dengan mengatakan “turun kau..turun kau” kepada Saksi dengan menggunakan pisau. Pada saat bersamaan Rafi Ahmad menusukkan obeng ke arah bahu dan bagian belakang bahu sebelah kiri Saksi dan dari arah belakang menendang Saksi sehinnga Saksi terjatuh dari atas sepeda motor. Setelah terjatuh Terdakwa yang memegang pisau menarik dan mengambil sepeda motor milik Saksi lalu Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Muhammad Farhan Saleh Pulungan dan Rafi Ahmad membawa pergi sepeda motor milik Saksi tersebut.
Selanjutnya oleh karena merasakan kesakitan Saksi meminta tolong kepada warga sekitar dan dibawa berobat untuk perawatan medis. Skibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka dan hingga beberapa waktu Terdakwa belum dapat beraktivitas seperti biasanya akibat luka senjata tajam dan luka bekas tusukan obeng yang dialami oleh Saksi. Saksi telah mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
2. Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan
Untuk memudahkan memahami keterangan saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan tersebut, berikut ini akan dibuatkan skema alur keterangannya.

a. Tanggal dan Tempat Kejadian:
· Kamis, 3 Juli 2025: Di rumah kontrakan di Jalan Jermal VII.
· Jumat, 4 Juli 2025, pukul 02.00 WIB: Di Jalan Sempurna Ujung.
· Sabtu, 5 Juli 2025: Penjualan sepeda motor di Jalan Jermal XII Ujung.
· Rabu, 9 Juli 2025, pukul 22.00 WIB: Penangkapan di Jalan Jermal VII, Kelurahan Denai, Medan.
b. Pelaku dan Peran:
· Terdakwa: Inisiator dan pelaku utama penodongan dan penusukan.
· Rafi Ahmad: Pelaku utama, ikut melakukan kejahatan.
· Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan: Pengemudi/joki yang membawa sepeda motor, tidak terlibat langsung dalam kejahatan.
c. Kronologi Kejadian:
1) Persiapan:
· Rafi Ahmad dan Terdakwa menghubungi Saksi untuk melakukan perbuatan jahat.
· Mereka menyiapkan alat: pisau dari dapur dan obeng (diambil Rafi).
2) Pelaksanaan:
· Ketiganya menuju Jalan Sempurna Ujung.
· Melihat korban mengendarai motor Honda Beat.
· Menghentikan motor korban.
· Terdakwa mengancam dan menusuk korban dengan pisau di bahu kiri.
· Terdakwa menusuk perut korban dengan obeng.
· Mengambil alih motor korban.
3) Setelah Kejadian:
· Mereka pergi ke Jalan Jermal XII Ujung.
· Sekitar pukul 10.00 WIB, sepakat jual motor Rp4.500.000.
· Uang dibagi: Rp1.300.000 untuk mereka bertiga, Rp600.000 dipakai beli makan, sisanya digunakan konsumsi narkoba (sabu).
d. Peran Saksi:
· Sebagai pengemudi/joki yang membawa motor selama kejahatan.
· Tidak memiliki hak atau izin melakukan tindakan tersebut.
e. Penangkapan:
· Terekam oleh polisi pada Rabu, 9 Juli 2025, pukul 22.00 WIB di Jalan Jermal VII, Kelurahan Denai.
Berikut ini akan diuraikan alur keterangan saksi tersebut di atas. Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 Terdakwa dan Rafi Ahmad sedang berada di Jalan Jermal VII tepatnya dirumah kontrakan dan oleh karena sedang membutuhkan uang Rafi Ahmad dan Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan “bang ayok kerja” dengan maksud melakukan begal. Kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 sekira pukul 02.00 Wib Saksi mendatangi rumah Rafi Ahmad dan Terdakwa. Lalu Saksi dan Rafi Ahmad serta Terdakwa mempersiapkan alat berupa sebilah pisau yang mana Terdakwa ambil dari dapur, sedangkan Rafi Ahmad mengambil satu buah obeng. Kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan Rafi Ahmad pergi menuju ke Jalan Sempurna Ujung dan dilokasi tersebut Saksi dan Terdakwa dan Rafi Ahmad melihat korban yang sedang mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat keluar dari gang. Kemudian Terdakwa dan Rafi Ahmad serta Saksi langsung menghentikan laju sepeda motor korban yang mana Terdakwa langsung mendatangi korban dan langsung melakukan pengancaman. Kemudian korban langsung berteriak minta tolong dan oleh karena panik Terdakwa langsung menusuk bagian bahu sebelah kiri korban dengan menggunakan sebilah pisau. Kemudian Terdakwa langsung mengambil satu buah obeng dan menusuk bagian perut korban dan kemudian mengambil alih sepeda motor milik korban. 
Setelah berhasil mengambil sepeda motor milik korban tersebut, Saksi bersama dengan Rafi Ahmad dan Terdakwa pergi menuju ke Jalan Jermal XII Ujung dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Rafi Ahmad dan Saksi sepakat untuk menjual sepeda motor milik korban tersebut. Kemudian Terdakwa dan Rafi Ahmad dan Saksi menghubungi seseorang bernama Arif (DPO) dan memperoleh kesepakatan harga jual sejumlah Rp4.500.000. Setelah memperoleh uang hasil penjualan tersebut Terdakwa dan Rafi Ahmad dan Saksi memperoleh pembagian sejumlah Rp1.300.000, sedangkan sisanya sejumlah Rp600.000 digunakan untuk membeli makan. Uang dari hasil penjualan tersebut Saksi gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari. 
Adapun peran Saksi adalah sebagai joki atau yang membawa sepeda motor yang dikendarai oleh Rafi Ahmad dan Terdakwa bersama dengan Saksi untuk melakukan perbuatan tersebut. Rafi Ahmad dan Saksi dan Terdakwa tidak ada hak dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Jermal VII Kel. Denai Kec. Medan Denai Kota Medan. 

3. Saksi Rafi Ahmad
Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 Saksi dan Terdakwa sedang berada di Jalan Jermal VII tepatnya dirumah kontrakan dan oleh karena sedang membutuhkan uang Saksi dan Terdakwa menghubungi MFSP dengan mengatakan “bang ayok kerja” dengan maksud melakukan begal. Kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 sekira pukul 02.00 Wib, MFSP mendatangi rumah Saksi dan Terdakwa, Lalu MFSP bersama dengan Saksi dan Terdakwa mempersiapkan alat berupa sebilah pisau, sedangkan Saksi mengambil satu buah obeng. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi dan MFSP pergi menuju ke Jalan Sempurna Ujung dan dilokasi tersebut Terdakwa dan Saksi dan MFSP melihat korban yang sedang mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat keluar dari gang. Kemudian Terdakwa dan MFSP serta Saksi langsung menghentikan laju sepeda motor korban yang mana Saksi langsung mendatangi korban dan langsung melakukan pengancaman. Kemudian korban langsung berteriak minta tolong dan oleh karena panik Terdakwa langsung menusuk bagian bahu sebelah kiri korban dengan menggunakan sebilah pisau. Kemudian Saksi langsung mengambil satu buah obeng dan menusuk bagian perut korban dan kemudian mengambil alih sepeda motor milik korban.
Setelah berhasil mengambil sepeda motor milik korban tersebut, Terdakwa bersama MFSP dan Saksi pergi menuju ke Jalan Jermal XII Ujung dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama MFSP dan Saksi sepakat untuk menjual sepeda motor milik korban tersebut. Kemudian Terdakwa MFSP dan Saksi menghubungi seseorang bernama Arif (DPO) dan memperoleh kesepakatan harga jual sejumlah Rp4.500.000. Setelah memperoleh uang hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa dan MFSP dan Saksi memperoleh pembagian sejumlah Rp1.300.000 sedangkan sisanya sejumlah Rp600.000 digunakan untuk membeli makan.
Uang dari hasil penjualan tersebut Saksi gunakan untuk membeli narkotika jenis pil untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari. Adapun peran MFSP adalah sebagai joki atau yang membawa sepeda motor yang dikendarai oleh MFSP dan Saksi bersama dengan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut. Saksi tidak ada hak dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Jermal VII Kel. Denai Kec. Medan Denai Kota Medan.
4. Keterangan Terdakwa
Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara. Awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 Terdakwa bersama dengan Saksi Rafi Ahmad sedang berada di Jalan Jermal VII tepatnya dirumah kontrakan dan oleh karena sedang membutuhkan uang Terdakwa dan Saksi Rafi Ahmad menghubungi MFSP dengan mengatakan “bang ayok kerja” dengan maksud melakukan begal. Kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 sekira pukul 02.00 Wib Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan mendatangi rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa dan Saksi Rafi Ahmad serta MFSP mempersiapkan alat berupa sebilah pisau yang Terdakwa ambil dari dapur, sedangkan Saksi Rafi Ahmad mengambil satu buah obeng. 
Kemudian Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan bersama dengan Saksi Rafi Ahmad dan Terdakwa pergi menuju ke Jalan Sempurna Ujung dan di lokasi tersebut Muhammad Farhan Saleh Pulungan dan Saksi Rafi Ahmad serta Terdakwa melihat korban yang sedang mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat keluar dari gang. Kemudian MFSP dan Saksi Rafi Ahmad serta Terdakwa langsung menghentikan laju sepeda motor korban yang mana Saksi Rafi Ahmad langsung mendatangi korban dan Terdakwa langsung melakukan pengancaman. Kemudian korban langsung berteriak minta tolong dan oleh karena panik Terdakwa langsung menusuk bagian bahu sebelah kiri korban dengan menggunakan sebilah pisau yang Terdakwa bawa dari rumah. Kemudian Saksi Rafi Ahmad langsung mengambil satu buah obeng yang dibawa dari rumah Terdakwa dan menusuk bagian perut korban dan kemudian mengambil alih sepeda motor milik korban. 
Setelah berhasil mengambil sepeda motor milik korban tersebut, Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan bersama dengan Saksi Rafi Ahmad dan Terdakwa pergi menuju ke Jalan Jermal XII Ujung dan sekira pukul 10.00 Wib Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan bersama Saksi Rafi Ahmad dan Terdakwa sepakat untuk menjual sepeda motor milik korban tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi seseorang bernama Arif (DPO) dan memperoleh kesepakatan harga jual sejumlah Rp4.500.000. Setelah memperoleh uang hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan dan Saksi Rafi Ahmad serta Terdakwa memperoleh pembagian sejumlah Rp1.300.000, sedangkan sisanya sejumlah Rp600.000 digunakan untuk membeli makan. Uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan dan Saksi Rafi Ahmad dan Terdakwa tidak ada hak dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Jermal VII Kel. Denai Kec. Medan Denai Kota Medan. Terdakwa sudah 6 kali melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan. 
Selain keterangan saksi dan terdakwa di atas, jaksa penuntut umum juga menghadirkan barang bukti dan surat berupa:
a. 1 potong jaket warna biru ada bercak darah
b. 1 potong pakaian dalam wanita warna hitam ada bercak darah.
c. 1 potong kemeja kerja warna biru bertuliskan Cleaning Service.
d. 1 buah sweater dengan bertuliskan California.
e. 1 bilah pisau.
f. 1 buah sweater warna hitam.
g. 1 buah sweater warna biru.
h. Surat Visum Et Repertum Nomor : B/725/VII/2025/RS. Bhayangkara tanggal 12 Juli 2025, atas nama Serly Br Tambunan yang ditanda tangani oleh dr. Desi Rizky Eliani Rambe.
Terhadap keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti tersebut, kemudian majelis hakim membuat pertimbangan dalam memutus perkara tersebut, yaitu sebagai berikut.
Menurut majelis hakim bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah: 1. Pencurian; 2. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; 3. Terhadap orang; 4. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya; 5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; 6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut: 
2. Pencurian
Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 365 KUHP pada dasarnya adalah merupakan bentuk tindak pidana pemberatan dari tindak pidana pokok (Pasal 362 KUHP), sehingga terbukti tidaknya perbuatan pencurian sebagaimana sub unsur tersebut di atas secara substansial adalah menunjuk pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 362 KUHP, yaitu sebagai berikut: 
a. Mengambil (wegnemen);
b. Sesuatu benda (enig goed);
c. Seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
d. Dengan maksud (oogmerk) untuk dimiliki;
e. Secara melawan hukum (wederrechtelijk);
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 Saksi Rafi Ahmad dan Terdakwa sedang berada di Jalan Jermal VII tepatnya dirumah kontrakan dan oleh karena sedang membutuhkan uang Saksi Rafi Ahmad dan Terdakwa menghubungi MFSP dengan mengatakan “bang ayok kerja” dengan maksud melakukan begal. Kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 sekira pukul 06.00 Wib Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan mendatangi rumah Saksi Rafi Ahmad dan Terdakwa, lalu berencana untuk melakukan kegiatan pembegalan. Kemudian Terdakwa dan Saksi Rafi Ahmad dan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan mempersiapkan alat berupa sebilah pisau yang Terdakwa ambil dari dapur, sedangkan Saksi Rafi Ahmad mengambil satu buah obeng lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Rafi Ahmad dan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan pergi menuju ke Jalan Sempurna Ujung.
Dilokasi tersebut Terdakwa dan Saksi Rafi Ahmad dan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan melihat korban yang sedang mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat keluar dari gang, kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan serta Saksi Rafi Ahmad langsung menghentikan laju sepeda motor korban yang mana Saksi Rafi Ahmad langsung mendatangi korban dan langsung melakukan pengancaman hingga korban langsung berteriak minta tolong dan oleh karena panik Terdakwa langsung menusuk bagian bahu sebelah kiri korban dengan menggunakan sebilah pisau dibawa dari rumah. Selanjutnya Saksi Rafi Ahmad langsung mengambil satu buah obeng yang dibawa dari rumah Terdakwa dan menusuk bagian perut korban dan kemudian mengambil alih sepeda motor milik korban.
Menimbang bahwa keterangan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan tersebut di atas juga berkesesuaian dengan Saksi Rafi Ahmad serta keterangan Terdakwa yang mana Terdakwa dan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan serta Saksi Rafi Ahmad sepakat untuk melakukan pembegalan dan berhasil mengambil sepeda motor milik korban dengan cara Terdakwa serta Saksi Rafi Ahmad langsung menghentikan laju sepeda motor korban yang mana Saksi Rafi Ahmad langsung mendatangi korban dan langsung melakukan pengancaman hingga korban langsung berteriak minta tolong dan oleh karena panik Terdakwa langsung menusuk bagian bahu sebelah kiri korban dengan menggunakan sebilah pisau dibawa dari rumah. Selanjutnya Saksi Rafi Ahmad langsung mengambil satu buah obeng yang dibawa dari rumah Terdakwa dan menusuk bagian perut korban dan kemudian mengambil alih sepeda motor milik korban.
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa dan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan dan Saksi Rafi Ahmad menghubungi seseorang bernama Arif (DPO) dan langsung menjual sepeda motor milik korban seharga Rp4.500.000 dan setelah memperoleh uang hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa dan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan dan Saksi Rafi Ahmad memperoleh pembagian sejumlah Rp1.300.000 sedangkan sisanya sejumlah Rp600.000 digunakan untuk membeli makan sedangkan uang hasil penjualan yang Terdakwa peroleh tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dan untuk kehidupan sehari-hari.
Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut korban mengalami luka dan hingga saat ini Terdakwa belum dapat beraktivitas seperti biasanya akibat luka senjata tajam dan luka bekas tusukan obeng yang dialami oleh korban dan selain itu juga korban telah mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000 dan Terdakwa dan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan dan Saksi Rafi Ahmad tidak ada ijin dan hak dalam melakukan perbuatan tersebut.
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Terdakwa dan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan dan Saksi Rafi Ahmad melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menguasai barang milik korban kemudian untuk dijual. Menimbang bahwa dengan demikian khususnya terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam kasus ini telah didukung oleh bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa sehingga dipandang memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur pencurian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 362 KUHP, dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap putusan pengadilan dan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, peneliti berpendapat bahwa kesimpulan hakim yang menyatakan bahwa unsur pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi secara hukum adalah tepat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pertama, terkait unsur pengambilan barang telah terbukti secara sah, karena terdakwa diketahui melakukan tindakan mengambil barang berupa sepeda motor dari penguasaan korban tanpa izin korban. Bukti keterangan saksi memperkuat fakta ini. Kedua, unsur barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain juga telah memenuhi syarat, karena barang yang diambil tersebut merupakan milik orang lain, sebagaimana dibuktikan dengan bukti kepemilikan berupa BPKB dan pengakuan saksi bahwa barang tersebut milik korban. Ketiga, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (niat jahat) juga terbukti, berdasarkan keterangan terdakwa yang mengaku bahwa dia mengambil sepeda motor tersebut dengan niat untuk dijual kepada orang lain tanpa izin dari pemilik barang. Majelis hakim juga menilai ada unsur niat dan kesengajaan yang cukup kuat dari terdakwa.
Dari aspek hukum, peneliti berpendapat bahwa semua unsur yang diatur dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, kesimpulan hakim bahwa unsur pencurian telah terpenuhi secara hukum adalah sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada di persidangan. Berdasarkan analisis tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penilaian hakim mengenai terpenuhinya unsur-unsur pencurian dalam perkara ini adalah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga menunjukkan bahwa proses pembuktian di pengadilan telah berjalan secara objektif dan memenuhi standar pembuktian yang diperlukan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan“ sebahagaimana salah satu unsur dalam Pasal 365 KHUP adalah menggunakan sekuat tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah dengan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya sehingga tidak mampu melakukan perlawanan sedikitpun juga (Pasal 89 KUHP).
Menimbang bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat diancam berdasarkan pasal ini dapat dilakukan sebelumnya, bersamaan atau setelah pencurian dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu. Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan terdahulu, dimana Terdakwa dan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan serta Saksi Rafi Ahmad sepakat untuk melakukan pembegalan dan berhasil mengambil sepeda motor milik korban dengan cara Terdakwa serta Saksi Rafi Ahmad langsung menghentikan laju sepeda motor korban yang mana Saksi Rafi Ahmad langsung mendatangi korban dan langsung melakukan pengancaman hingga korban langsung berteriak minta tolong dan oleh karena panik Terdakwa langsung menusuk bagian bahu sebelah kiri korban dengan menggunakan sebilah pisau dibawa dari rumah. Selanjutnya Saksi Rafi Ahmad langsung mengambil satu buah obeng yang dibawa dari rumah Terdakwa dan menusuk bagian perut korban dan kemudian mengambil alih sepeda motor milik korban.
Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut korban mengalami luka dan hingga saat ini Terdakwa belum dapat beraktivitas seperti biasanya akibat luka senjata tajam dan luka bekas tusukan obeng yang dialami oleh korban dan selain itu juga korban telah mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000 dikuatkan dengan bukti surat dipersidangan berupa Visum Et Repertum Nomor : B/725/VII/2025/RS. Bhayangkara tanggal 12 Juli 2025, atas nama Serly Br Tambunan yang ditanda tangani oleh dr. Desi Rizky Eliani Rambe, pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan yang hasil pemeriksaan menyimpulkan dijumpai luka sudah terjahit sebanyak empat jahitan pada bahu kiri bagian belakang dengan panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter, dijumpai luka memar pada bahu kiri bagian belakang dengan panjang tujuh sentimeter lebar lima sentimeter, dijumpai luka memar pada lengan kiri bagian atas dengan panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter, dijumpai luka robek pada lengan kiri bagian atas dengan panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bagian atas dengan panjang empat sentimeter lebar empat sentimeter. Luka tersebut diduga akibat benda tumpul. Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap sub unsur disertai dengan ancaman kekerasan sebagaimana unsur tindak pidana tersebut di atas dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap putusan pengadilan dan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, peneliti berpendapat bahwa kesimpulan hakim yang menyatakan bahwa sub unsur disertai ancaman kekerasan dalam tindak pidana tersebut telah terpenuhi secara hukum adalah tepat dan beralasan. Pertama, terkait unsur disertai ancaman kekerasan, bukti-bukti dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak hanya melakukan pengancaman secara verbal, tetapi juga menunjukkan kekuatan fisik yang menimbulkan ketakutan pada korban. Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi dan surat visum et repertum yang menunjukkan adanya intimidasi dan tindakan kekerasan dari terdakwa. Kedua, unsur sub unsur ancaman kekerasan dalam tindak pidana tersebut mengandung dua aspek utama, yaitu ancaman secara verbal maupun tindakan yang menimbulkan ketakutandari terdakwa terhadap korban. Ancaman tersebut dilakukan dengan kekuatan atau kekerasan yang nyata, sehingga menimbulkan rasa takut dan menghalangi korban melakukan sesuatu. Bukti-bukti tersebut memenuhi kriteria bahwa ancaman yang dilakukan terdakwa bersifat nyata dan menimbulkan rasa takut yang memadai, sebagaimana diatur dalam unsur tindak pidana tersebut.[footnoteRef:20] [20: Nurhafifah Dan Rahmiati, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, (2015), hlm. 343. ] 

Dari sudut yuridis, peneliti menilai bahwa hakim telah melakukan penafsiran yang tepat terhadap pasal yang relevan dan telah memeriksa serta menilai semua bukti secara adil dan objektif. Dengan demikian, unsur sub unsur ancaman kekerasan telah terpenuhi secara hukum, yang menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini.
Berdasarkan analisis di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penilaian hakim mengenai terpenuhinya sub unsur disertai ancaman kekerasan dalam tindak pidana tersebut adalah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembuktian dan penafsiran hukum telah dilakukan secara cermat dan tepat.
4. Terhadap Orang

Menimbang bahwa unsur terhadap orang secara yuridis menunjukkan objek dari tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan para Terdakwa dalam kasus ini adalah berupa orang. Menimbang bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana Terdakwa dan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan serta Saksi Rafi Ahmad dalam perbuatannya telah terbukti melakukan ancaman kekerasan mengambil barang milik korban. Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur terhadap orang dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum.
Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan pengadilan dan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, peneliti berpendapat bahwa kesimpulan hakim yang menyatakan sub unsur terhadap orang dalam tindak pidana tersebut telah terpenuhi secara hukum adalah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertama, terkait unsur kerugian terhadap orang lain, terbukti secara sah bahwa korban mengalami luka fisik maupun trauma psikologis akibat tindakan terdakwa. Bukti medis dan keterangan saksi yang melihat langsung kejadian memperkuat fakta ini. Kedua, unsur pengancaman, atau kekerasan terhadap orang lain juga telah memenuhi syarat, karena terdakwa melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa takut dan penderitaan terhadap korban, baik secara verbal maupun fisik. Bukti-bukti seperti keterangan saksi, dan hasil visum mendukung pemenuhan unsur ini. Selanjutnya, unsur hubungan langsung antara terdakwa dan korban juga terbukti, karena tindakan terdakwa dilakukan secara langsung dan diketahui oleh korban, sehingga memenuhi unsur hubungan yang diperlukan dalam tindak pidana tersebut.
Dari aspek hukum, peneliti menilai bahwa seluruh unsur yang diatur dalam pasal terkait terhadap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Penilaian hakim bahwa unsur tersebut telah terpenuhi adalah langkah yang sesuai dengan fakta-fakta dan bukti yang ada di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Berdasarkan analisis ini, peneliti menyimpulkan bahwa penilaian hakim mengenai terpenuhinya sub unsur terhadap orang dalam perkara ini adalah benar dan tepat menurut hukum. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembuktian dan penafsiran hukum oleh hakim telah dilakukan secara objektif dan memenuhi standar peradilan pidana.
5. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya

Menimbang bahwa unsur dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, secara yuridis menunjukkan pada materi perbuatan kekerasan yang telah dilakukan Terdakwa dalam melakukan pencurian. Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, menurut hemat Majelis perbuatan ancaman kekerasan dalam perkara ini yakni Terdakwa dan Saksi Rafi Ahmad dan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan melihat korban yang sedang mengendarai 1 unit sepeda motor Honda Beat keluar dari gang, kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan serta Saksi Rafi Ahmad langsung menghentikan laju sepeda motor korban yang mana Saksi Rafi Ahmad langsung mendatangi korban dan langsung melakukan pengancaman hingga korban langsung berteriak minta tolong dan oleh karena panik Terdakwa langsung menusuk bagian bahu sebelah kiri korban dengan menggunakan sebilah pisau dibawa dari rumah. Selanjutnya Saksi Rafi Ahmad langsung mengambil satu buah obeng yang dibawa dari rumah Terdakwa dan menusuk bagian perut korban dan kemudian mengambil alih sepeda motor milik korban.
Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur dengan maksud untuk memudahkan pencurian dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum dan dengan terpenuhinya sub unsur ini maka terhadap sub unsur lainnya yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur tindak pidana ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum.
Berdasarkan hasil telaah terhadap putusan pengadilan dan bukti-bukti yang terungkap selama proses persidangan, peneliti berpendapat bahwa kesimpulan hakim yang menyatakan bahwa sub unsur dengan maksud untuk memudahkan pencurian telah terpenuhi secara hukum adalah tepat dan berlandaskan pada fakta-fakta yang kuat. Pertama, unsur maksud untuk memudahkan tindak pidana pencurian menunjukkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tertentu yang bertujuan agar proses pencurian menjadi lebih mudah, cepat, dan tidak terhambat. Dalam perkara ini, terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindakan seperti menusuk badan korban agar korban tidak berdaya dan melepaskan sepeda motornya, kondisi tersebut telah memudahkan pelaksanaan pencurian. Kedua, bukti-bukti yang mendukung unsur ini meliputi keterangan saksi, dan analisis terhadap tindakan terdakwa yang menunjukkan adanya niat secara sadar dan terencana untuk mempermudah proses pencurian.[footnoteRef:21] [21: Tiyer Desting Manao dkk, Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan,  Jurnal Ekasakti Legal Science Journal, Vol. 3, No. 1, (2026), hlm. 66.] 

Dari sisi yuridis, peneliti menilai bahwa hakim telah melakukan penafsiran yang tepat terhadap unsur maksud untuk memudahkan pencurian, sebagaimana diatur dalam pasal yang relevan, dan telah memeriksa serta menilai bukti secara objektif dan menyeluruh. Dengan demikian, unsur tersebut telah terpenuhi dan menjadi dasar penjatuhan vonis terhadap terdakwa.
Berdasarkan analisis di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penilaian hakim yang menyatakan bahwa sub unsur dengan maksud untuk memudahkan pencurian telah terpenuhi secara hukum adalah benar dan sesuai fakta-fakta di persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembuktian dan penafsiran hukum telah dilakukan secara cermat dan tepat.
6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya jika salah satu dari rumusan tersebut di atas telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam adalah waktu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan rumah adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman sehingga termasuk juga di dalamnya gerbong-gerbong kereta api, karton-karton yang didiami oleh tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan pekarangan tertutup adalah yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.
Menimbang bahwa dengan mengambil alih bentuk pertimbangan sebagaimana unsur terdahulu, khususnya terkait fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan dan Saksi Rafi Ahmad ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Jermal VII Kel. Denai Kec. Medan Denai Kota Medan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan dan Saksi Rafi Ahmad terhadap korban pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2025 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan Sempurna Ujung Blok II Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara pada saat korban mengendarai sepeda motor milik korban untuk berangkat bekerja yang dalam hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan dan Saksi Rafi Ahmad melakukan perbuatan tersebut di jalan umum. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.
Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap selama proses persidangan, peneliti berpendapat bahwa kesimpulan hakim bahwa sub unsur 5, yaitu pelaksanaan tindak pidana pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup, di jalan umum, maupun dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, telah terpenuhi secara hukum adalah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertama, terkait unsur waktu pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan pada waktu malam, terbukti bahwa tindak pidana terjadi pada malam hari, sebagaimana diuraikan dalam keterangan saksi. Bukti tersebut menunjukkan bahwa kejadian berlangsung pada pukul 06.00 Wib, yang memenuhi unsur waktu malam sebagaimana diatur dalam pasal terkait. Kedua unsur di jalan umum juga telah terpenuhi, berdasarkan bukti dan keterangan bahwa tindakan dilakukan di jalur jalan umum yang terbuka. Dalam hal ini, bukti keterangan saksi memperkuat fakta bahwa pelaku berada di fasilitas umum yang dapat diakses oleh masyarakat.
Dari sisi hukum, peneliti berpendapat bahwa hakim telah melakukan penafsiran yang tepat terhadap unsur tempat dan waktu pelaksanaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan terkait. Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa semua unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sehingga mendukung kesimpulan hakim bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.
Berdasarkan analisis ini, peneliti menyimpulkan bahwa penilaian hakim bahwa sub unsur 5, yakni pelaksanaan tindak pidana pada waktu malam dan di tempat tertentu sebagaimana yang disebutkan, telah terpenuhi menurut hukum, adalah tepat dan sesuai fakta-fakta di persidangan.
7. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih 

Menimbang bahwa dengan mengambil alih bentuk pertimbangan sebagaimana unsur terdahulu, khususnya terkait fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan dan Saksi Rafi Ahmad ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Jermal VII Kel. Denai Kec. Medan Denai Kota Medan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan dan Saksi Rafi Ahmad terhadap korban pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2025 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Jalan Sempurna Ujung Blok II Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. 
Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan adalah kerjasama yang disadari oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Farhan Saleh Pulungan dan Saksi Rafi Ahmad sehingga masing-masing dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut. Menimbang bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum.
Berdasarkan hasil telaah terhadap fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap selama proses persidangan, peneliti berpendapat bahwa kesimpulan hakim yang menyatakan bahwa sub unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi secara hukum adalah tepat dan didasarkan pada pertimbangan hukum yang kuat. Pertama, unsur pelaku lebih dari satu orang menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan secara kolaboratif atau bersekutu, dan bukan oleh individu tunggal. Dalam perkara ini, bukti-bukti yang disampaikan selama persidangan, seperti keterangan saksi, dan barang bukti lain, menunjukkan adanya peran serta minimal dua orang yang secara aktif terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut. Kedua, keterangan saksi memperlihatkan adanya kerja sama antara pelaku, misalnya saling memberikan petunjuk, berbagi tugas, atau melakukan tindakan secara bersamaan dalam melaksanakan pencurian dengan kekerasan tersebut. Terdapat pula bukti komunikasi antar pelaku, seperti pesan teks atau percakapan yang menunjukkan adanya kesepakatan dan koordinasi. Ketiga, dari sisi yuridis, peneliti menilai bahwa hakim telah melakukan penafsiran yang tepat terhadap unsur berkaitan dengan pelaku lebih dari satu orang. Bukti-bukti yang ada cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa tindak pidana dilakukan secara bersama-sama, sesuai dengan ketentuan pasal yang relevan.
Berdasarkan analisis tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penilaian hakim bahwa sub unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi menurut hukum adalah tepat dan didukung oleh fakta-fakta di persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemeriksaan dan penafsiran hukum dilakukan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di jalan umum pada malam hari dengan lebih dua orang pelaku.
Menimbang bahwa oleh karena di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan.
Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa merugikan korban dan perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat. Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi maupun tindak pidana lainnya dan Terdakwa belum pernah dihukum.
Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHPidana dan Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa MPYS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHPidana, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan.
Berdasarkan hasil telaah terhadap Putusan Nomor 1857/Pid.B/2025/PN.Mdn, peneliti menemukan bahwa hakim telah menggunakan pertimbangan yang komprehensif dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa aktor intelektual tindak pidana pencurian dengan kekerasan.[footnoteRef:22] [22: Nurhafifah Dan Rahmiati, Op.Cit., hlm. 344.] 

Menurut analisis peneliti, hakim telah mempertimbangkan secara matang peran aktor intelektual dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hakim menyebutkan bahwa aktor intelektual telah berperan sebagai penggerak utama dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut, sehingga hakim memutuskan bahwa terdakwa berperan sebagai pelaku utama.
Menurut analisis peneliti, hakim telah menerapkan hukum yang relevan, yaitu Pasal 365 KUHP, yang menyebutkan bahwa aktor intelektual dapat dianggap sebagai pelaku pidana jika telah berperan dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Hakim telah meneliti secara mendalam fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, termasuk bukti-bukti yang menunjukkan peran aktor intelektual dalam tindak pidana tersebut. Hakim menyebutkan bahwa terdakwa telah menggunakan akal sehatnya untuk merancang dan melaksanakan tindak pidana tersebut.
Menurut analisis peneliti, hakim juga telah mempertimbangkan dampak sosial dari tindak pidana tersebut, termasuk bagaimana tindak pidana tersebut dapat mempengaruhi masyarakat. Hakim menyebutkan bahwa tindak pidana tersebut dapat menyebabkan kerugian materil dan immateril kepada korban. 
Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hakim telah menggunakan pertimbangan yang komprehensif dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa aktor intelektual tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hakim telah mempertimbangkan secara matang peran aktor intelektual, hukum yang relevan, fakta-fakta yang terungkap, dan dampak sosial dari tindak pidana tersebut. Namun, peneliti juga menemukan beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan hakim, seperti hakim perlu lebih jelas dalam menjelaskan bagaimana aktor intelektual berperan dalam tindak pidana tersebut. Hakim perlu lebih teliti dalam menerapkan hukum yang relevan. Hakim perlu lebih mendalam dalam meneliti fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Dengan demikian, peneliti dapat memberikan saran kepada hakim untuk memperbaiki pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa aktor intelektual tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Shobirin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tersebut, yaitu:
Dalam menjatuhkan hukuman, saya menggunakan pertimbangan yang komprehensif. Pertama, saya mempertimbangkan tingkat kejahatan yang dilakukan terdakwa. Dalam kasus ini, terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan, yang merupakan kejahatan yang sangat serius. Kedua, saya mempertimbangkan dampak kejahatan tersebut terhadap korban. Dalam kasus ini, korban mengalami kerugian finansial, gangguan fisik dan emosional yang signifikan. Ketiga, saya mempertimbangkan latar belakang dan motivasi terdakwa. Dalam kasus ini, terdakwa memiliki latar belakang yang bersejarah dalam melakukan kejahatan serupa.[footnoteRef:23] [23: Hasil wawancara dengan  Bapak Muhammad Shobirin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Mei 2026, Pukul 13.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, dalam menjatuhkan hukuman, hakim menggunakan pertimbangan yang komprehensif, salah satunya adalah tingkat kejahatan yang dilakukan terdakwa. Peneliti menemukan bahwa hakim memiliki beberapa kriteria untuk menentukan tingkat kejahatan dan menggunakan beberapa faktor dalam menjatuhkan hukuman. Namun, peneliti juga menemukan bahwa hakim memiliki tingkat ketepatan yang bervariasi dalam menjatuhkan hukuman. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang bagaimana hakim mempertimbangkan tingkat kejahatan dalam menjatuhkan hukuman.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Shobirin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan bagaimana hakim menentukan hukuman yang tepat untuk terdakwa, yaitu:
Dalam menentukan hukuman, saya menggunakan prinsip hukum yang berlaku, yaitu prinsip kesetaraan, prinsip kemanusiaan, dan prinsip keadilan. Saya juga mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti kemampuan ekonomi terdakwa dan potensi rehabilitasi.[footnoteRef:24] [24: Hasil wawancara dengan  Bapak Muhammad Shobirin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Mei 2026, Pukul 13.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, dalam analisis keterangan hakim, saya menemukan bahwa hakim telah menggunakan prinsip hukum yang berlaku dalam menentukan hukuman. Hakim telah menggunakan prinsip kesetaraan, prinsip kemanusiaan, dan prinsip keadilan untuk menentukan hukuman. Ini menunjukkan bahwa hakim telah berusaha untuk menjalankan hukum dengan adil dan tidak diskriminatif.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Shobirin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan aspek lain yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman, yaitu:
Ya, ada beberapa aspek lain yang mempengaruhi pertimbangan saya. Pertama, saya mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam kasus ini, kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan ancaman bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, saya mempertimbangkan kebutuhan korban dalam mendapatkan rehabilitasi dan kompensasi. Dalam kasus ini, korban membutuhkan rehabilitasi dan kompensasi untuk mengatasi kerugian finansial dan emosional yang dialami.[footnoteRef:25] [25: Hasil wawancara dengan  Bapak Muhammad Shobirin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Mei 2026, Pukul 13.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, Hakim telah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam kasus ini, kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan ancaman bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Analisis ini menunjukkan bahwa hakim telah memahami bahwa kejahatan memiliki dampak yang luas pada masyarakat dan telah berusaha untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Hakim juga telah mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh korban kejahatan. Analisis ini menunjukkan bahwa hakim telah memahami bahwa kejahatan dapat menyebabkan trauma dan kerugian bagi korban dan telah berusaha untuk memberikan keadilan. Hakim juga telah mempertimbangkan keterlibatan pelaku dalam kejahatan. Analisis ini menunjukkan bahwa hakim telah memahami bahwa keterlibatan pelaku dalam kejahatan dapat meningkatkan risiko kejahatan dan telah berusaha untuk mencegah kejahatan di masa depan. Hakim telah mempertimbangkan sanksi yang tepat untuk kejahatan yang terjadi. Analisis ini menunjukkan bahwa hakim telah memahami bahwa sanksi yang tepat dapat berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat dan telah berusaha untuk memberikan keadilan. Dengan demikian, analisis peneliti dapat menyimpulkan bahwa hakim telah mempertimbangkan beberapa aspek lain dalam menjatuhkan hukuman, yaitu kebutuhan masyarakat, kerugian korban, keterlibatan pelaku, dan sanksi yang tepat.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Shobirin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan bagaimana hakim mempertimbangkan alat bukti dalam kasus ini, yaitu:
Dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus mempertimbangkan alat bukti yang ada secara komprehensif. Alat bukti yang ada harus memenuhi syarat-syarat sahnya sebagai alat bukti, seperti adanya kesetaraan, keterbukaan, dan kejelasan. akim harus memperhatikan sumber alat bukti, seperti apakah alat bukti berasal dari sumber yang dapat dipercaya atau tidak. Hakim juga harus memperhatikan proses pengumpulan alat bukti, seperti apakah proses pengumpulan alat bukti telah dilakukan dengan benar atau tidak.[footnoteRef:26] [26: Hasil wawancara dengan  Bapak Muhammad Shobirin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Mei 2026, Pukul 13.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, hakim telah menggunakan berbagai jenis alat bukti, seperti saksi. Hakim telah mempertimbangkan keterangan saksi yang disumpah, termasuk saksi yang melihat aksi pelaku. Bukti Fisik, hakim telah mempertimbangkan bukti fisik, seperti barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Dokumen, hakim telah mempertimbangkan dokumen yang relevan, seperti laporan polisi dan obrolan antara pelaku dengan korban. Hakim telah menggunakan alat bukti untuk membuktikan motif pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, hakim telah mempertimbangkan keterangan korban yang menyatakan bahwa pelaku memiliki motif untuk melakukan kejahatan. Hakim telah menggunakan alat bukti untuk membuktikan tindakan pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, hakim telah mempertimbangkan bukti fisik yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan kejahatan. Dalam keseluruhan, hakim telah menggunakan berbagai jenis alat bukti untuk membuktikan kejahatan dan mempertimbangkan keterangan saksi, bukti fisik, dan dokumen untuk membuktikan kekeliruan, motif, dan tindakan pelaku.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Shobirin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan bagaimana hakim menggunakan alat bukti untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa aktor intelektual, yaitu:
Hakim harus memperhatikan kemungkinan adanya hubungan antara alat bukti dan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Jika terdapat hubungan, maka hakim dapat menggunakan alat bukti untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.  Dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa aktor intelektual, hakim harus mempertimbangkan alat bukti yang ada secara komprehensif dan memperhatikan syarat-syarat sahnya sebagai alat bukti. Hakim juga harus memperhatikan kemungkinan adanya kejahatan dalam proses pengumpulan alat bukti dan keraguan dalam proses pengumpulan alat bukti.[footnoteRef:27] [27: Hasil wawancara dengan  Bapak Muhammad Shobirin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Mei 2026, Pukul 13.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, hakim menegaskan bahwa alat bukti harus relevan dan berkaitan langsung dengan kejahatan yang didakwakan. Artinya, tidak semua alat bukti bisa digunakan secara otomatis, melainkan harus memiliki hubungan yang jelas dengan fakta-fakta yang membuktikan kejahatan tersebut. Penekanan pada relevansi alat bukti menunjukkan bahwa hakim harus melakukan analisis kritis terhadap setiap alat bukti yang diajukan. Jika alat bukti terkait langsung dengan peristiwa kejahatan, maka alat bukti tersebut dapat memperkuat dasar hukum untuk menjatuhkan hukuman. Pernyataan ini sejalan dengan asas legalitas dan pembuktian dalam hukum pidana, di mana alat bukti harus memenuhi syarat relevansi dan kebenaran agar dapat digunakan secara sah dalam proses peradilan. Penekanan hakim terhadap hubungan antara alat bukti dan kejahatan menunjukkan bahwa proses pembuktian harus objektif dan berdasarkan bukti yang relevan dan berkaitan langsung. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan keabsahan putusan pengadilan. Secara keseluruhan, jawaban hakim ini mencerminkan prinsip dasar dalam hukum pembuktian, di mana alat bukti harus memiliki hubungan yang jelas dan relevan dengan kejahatan agar dapat digunakan secara sah dalam proses penjatuhan hukuman.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa aktor intelektual tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor 1857/Pid.B/2025/PN.Mdn telah meliputi beberapa aspek utama, yaitu Hakim telah memperhatikan adanya hubungan yang jelas antara alat bukti yang diajukan dan perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa. Alat bukti yang relevan dan berkaitan langsung digunakan sebagai dasar untuk menegaskan keterlibatan terdakwa dalam kejahatan tersebut. Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai aktor intelektual memiliki peranan penting dalam merencanakan dan mengarahkan tindak kejahatan, sehingga menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menjatuhkan hukuman. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum yang menempatkan peran aktor intelektual sebagai faktor pemberat dalam pidana. Hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi, bukti fisik, dan dokumen yang mendukung adanya motif dan perencanaan dari terdakwa, sehingga memperkuat dasar pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman. Pertimbangan hakim didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum, yaitu memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan dan peran terdakwa dalam tindak pidana tersebut.
C. Kendala dan Solusi Majelis Hakim dalam Mengadili Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan 

Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan dampak sosial dan keamanan yang serius. Penegakan hukum terhadap kasus tersebut menjadi tanggung jawab utama majelis hakim dalam memutuskan perkara yang adil dan objektif. Namun, dalam proses peradilan, majelis hakim sering menghadapi berbagai kendala yang kompleks dan menantang, termasuk dalam membuktikan peran aktor intelektual, mengelola bukti yang relevan, serta menerapkan hukum secara tepat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dan mencari solusi efektif guna memastikan proses peradilan berjalan optimal, menghasilkan putusan yang berkualitas, dan mampu memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.[footnoteRef:28] Pembahasan ini akan menguraikan secara rinci kendala yang dihadapi oleh majelis hakim dalam mengadili kasus pencurian dengan kekerasan berdasarkan Putusan Nomor 1857/Pid.B/2025/PN.Mdn dan menawarkan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut. [28: Soerjono Soekanto, Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminologi, Aksara, Jakarta, (2025), hlm. 16. ] 

Pembahasan mengenai kendala dan solusi yang dihadapi oleh majelis hakim dalam mengadili kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Dengan memahami kendala yang dihadapi, hakim dapat menyesuaikan strategi dan pendekatan dalam proses peradilan, serta memperdalam kompetensi mereka melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Hal ini akan berdampak positif pada kualitas putusan yang dihasilkan.
Pembahasan ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan solusi konkret, sehingga proses peradilan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat pun akan lebih percaya terhadap sistem peradilan pidana. Dengan mengetahui kendala yang sering muncul, aparat penegak hukum dan pengadilan dapat melakukan inovasi dan perbaikan sistem, sehingga proses penanganan kasus pencurian dengan kekerasan dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan adil. Pembahasan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam rangka reformasi sistem peradilan pidana, khususnya dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang seringkali melibatkan berbagai tantangan kompleks. Melalui analisis kendala, dapat dirumuskan solusi yang realistis dan berkelanjutan, seperti peningkatan teknologi, pelatihan sumber daya manusia, dan kerja sama lintas lembaga, yang akan memperkuat sistem peradilan pidana secara menyeluruh.[footnoteRef:29] [29: Ibid. ] 

Dengan demikian, pembahasan kendala dan solusi ini sangat penting dilakukan sebagai upaya strategis dalam memperkuat sistem peradilan pidana, menjamin keadilan substantif, dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Shobirin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan bagaimana pengalaman dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu:
Dalam pengalaman saya sebagai hakim di pengadilan negeri ini, saya telah menangani beberapa kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, baik yang terjadi di wilayah hukum kami maupun kasus yang cukup kompleks. Sebagian besar kasus tersebut melibatkan pelaku yang melakukan kekerasan terhadap korban untuk memperlihatkan kekuasaannya atau agar tidak melarikan diri, serta untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dari kejahatannya. Dalam proses persidangan, saya harus memastikan bahwa semua bukti yang diajukan, baik dari pihak jaksa maupun dari pembela, diperlakukan secara adil dan objektif. Kasus-kasus ini cenderung memiliki tingkat kerawanan tinggi karena melibatkan kekerasan fisik dan ancaman terhadap korban, sehingga proses pembuktian harus dilakukan secara cermat. Pengalaman saya menunjukkan bahwa faktor utama yang menjadi perhatian adalah kejelasan bukti dan saksi yang kuat, karena pelaku sering kali berusaha mengelak atau menghilangkan jejak kejahatan. Selain itu, saya juga harus berhadapan dengan tekanan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan media, yang mengharapkan proses pengadilan berjalan cepat dan adil.  Secara umum, menangani kasus pencurian dengan kekerasan menuntut ketelitian dan ketegasan dalam menerapkan aturan hukum, serta keberanian untuk mengambil keputusan yang tepat demi keadilan. Pengalaman ini juga mengajarkan saya pentingnya profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas di meja hijau.[footnoteRef:30] [30: Hasil wawancara dengan  Bapak Muhammad Shobirin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Mei 2026, Pukul 13.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban hakim menegaskan bahwa penanganan kasus pencurian dengan kekerasan memerlukan kombinasi antara ketelitian dan ketegasan dalam menerapkan aturan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa proses peradilan harus didasarkan pada analisis yang cermat terhadap bukti dan fakta di lapangan, sekaligus menegakkan prinsip keadilan secara tegas tanpa kompromi. Ketelitian dalam proses hukum penting untuk memastikan bahwa setiap aspek kasus diperiksa secara mendalam, sehingga keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat. Sementara itu, ketegasan diperlukan agar proses penegakan hukum tidak terjebak dalam keragu-raguan atau kekhawatiran, sehingga hukum dapat ditegakkan secara konsisten dan adil.
Menurut analisis peneliti, keberanian untuk mengambil keputusan yang tepat menunjukkan bahwa seorang hakim harus mampu menghadapi tekanan dan tantangan di meja hijau, serta berani mempertahankan prinsip keadilan meskipun menghadapi risiko atau konsekuensi tertentu. Hal ini mencerminkan integritas dan profesionalisme, yang merupakan aspek penting dalam menjalankan tugas sebagai penegak keadilan. Pernyataan ini juga mengandung pesan bahwa pengalaman tersebut tidak hanya memperkuat kepercayaan terhadap sistem peradilan, tetapi juga menjadi pembelajaran penting bagi peneliti untuk menanamkan nilai profesionalisme dan integritas dalam setiap tindakan di bidang hukum. Kesimpulannya, jawaban hakim menekankan bahwa keberhasilan dalam menangani kasus pidana tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum, tetapi juga pada karakter dan sikap hakim yang berkomitmen terhadap keadilan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Shobirin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan apa saja tantangan utama yang dihadapi majelis hakim dalam mengadili kasus pencurian dengan kekerasan, yaitu:
Dalam pengalaman saya sebagai hakim, ada beberapa tantangan utama yang sering dihadapi saat mengadili kasus pencurian dengan kekerasan. Pertama, tantangan dalam hal pembuktian yang kuat. Kasus ini biasanya melibatkan kekerasan yang dilakukan secara mendadak dan seringkali pelaku berusaha menghilangkan jejak kejahatannya, sehingga bukti fisik dan saksi yang dapat diandalkan tidak selalu cukup atau sulit diperoleh. Kedua, tantangan terkait dengan aspek hukum yang kompleks. Terkadang, bukti atau keterangan yang diajukan tidak cukup lengkap, atau ada ketidaksesuaian antara keterangan saksi dengan fakta di lapangan, sehingga menyulitkan penjatuhan putusan yang adil. Selanjutnya, faktor eksternal seperti tekanan dari masyarakat, media, atau pihak-pihak tertentu juga menjadi tantangan. Terkadang, opini publik bisa mempengaruhi suasana persidangan, dan menjaga independensi serta objektivitas menjadi tidak mudah. Selain itu, kendala sumber daya, termasuk keterbatasan waktu dan tenaga dalam menyelesaikan beragam kasus secara tepat waktu, juga menjadi tantangan. Kasus pencurian dengan kekerasan seringkali melibatkan banyak pihak dan bukti yang perlu diperiksa secara mendalam, sehingga prosesnya bisa memakan waktu cukup lama. Terakhir, tantangan lain adalah memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara transparan dan adil, tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak luar, yang sangat penting demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.[footnoteRef:31] [31: Hasil wawancara dengan  Bapak Muhammad Shobirin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Mei 2026, Pukul 13.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban hakim yang mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama dalam mengadili kasus pencurian dengan kekerasan adalah pembuktian yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa proses peradilan sering kali dihadapkan pada kesulitan untuk mengumpulkan dan menyajikan bukti yang cukup meyakinkan agar dapat membuktikan unsur kekerasan secara definitif. Kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara mendadak menambah kompleksitas, karena pelaku biasanya tidak meninggalkan bukti yang lengkap atau saksi yang langsung melihat kejadian dengan jelas. Kondisi ini menuntut hakim dan aparat penegak hukum untuk memiliki kepekaan tinggi terhadap bukti-bukti tidak langsung, seperti rekaman CCTV, keterangan saksi, atau analisis forensik yang cermat.
Menurut analisis peneliti, pengakuan ini juga mencerminkan bahwa kecepatan dan ketepatan dalam mengumpulkan bukti sangat penting dalam kasus semacam ini. Ketidaklengkapan atau ketidakjelasan bukti dapat berpengaruh besar terhadap hasil persidangan dan keadilan yang ditegakkan. Selain itu, tantangan ini memperlihatkan bahwa hakim harus mampu melakukan penilaian yang objektif terhadap bukti yang ada dan mempertimbangkan aspek-aspek psikologis serta situasional yang mungkin memengaruhi jalannya proses peradilan.
Menurut analisis peneliti, secara keseluruhan, jawaban ini mengingatkan pentingnya peningkatan kapasitas dan sumber daya aparat penegak hukum dalam pengumpulan bukti serta perlunya pendekatan yang cermat dan berhati-hati dalam mengadili kasus pencurian dengan kekerasan yang kompleks dan mendadak.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Shobirin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan kendala dalam hal bukti yang diajukan di pengadilan dalam kasus ini, yaitu:
Ya, dalam pengalaman saya menangani kasus pencurian dengan kekerasan, seringkali ditemukan beberapa kendala terkait bukti yang diajukan di pengadilan. Pertama, kendala utama adalah kekurangan bukti fisik yang kuat. Pelaku sering kali berusaha menghilangkan jejak kejahatan, seperti membersihkan tempat kejadian perkara atau merusak barang bukti, sehingga sulit menghadirkan bukti yang cukup untuk memperkuat dakwaan. Kedua, kendala dalam hal saksi yang tidak hadir atau saksi yang tidak mampu memberikan keterangan yang lengkap dan jujur. Kadang saksi merasa takut atau terancam sehingga enggan bersaksi, dan ini mempengaruhi kekuatan bukti di pengadilan. Ketiga, kadang-kadang bukti elektronik atau rekaman CCTV yang diajukan tidak cukup jelas, rusak, atau tidak akurat, sehingga sulit digunakan sebagai alat bukti yang meyakinkan. Selain itu, kendala administratif dan prosedural juga mempengaruhi pengumpulan dan penyajian bukti, seperti proses pemeriksaan bukti yang memakan waktu lama atau dokumen yang tidak lengkap. Secara umum, kendala-kendala tersebut menjadi tantangan besar dalam memastikan bahwa bukti yang diajukan cukup untuk menetapkan tersangka dan menjatuhkan putusan yang adil. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih untuk memperkuat proses pengumpulan dan verifikasi bukti di lapangan.[footnoteRef:32] [32: Hasil wawancara dengan  Bapak Muhammad Shobirin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Mei 2026, Pukul 13.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban hakim di atas menyoroti bahwa salah satu kendala utama dalam penanganan kasus pencurian dengan kekerasan adalah kekurangan bukti fisik yang kuat. Ini mencerminkan realitas di lapangan bahwa pelaku sering berusaha mengeliminasi jejak kejahatan, seperti membersihkan TKP atau menghilangkan barang bukti, sehingga menyulitkan proses pembuktian di pengadilan. Kendala ini menunjukkan bahwa pengumpulan bukti fisik yang valid dan meyakinkan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan secara serius oleh aparat penegak hukum. Upaya pelaku yang sengaja menghapus jejak kejahatan menimbulkan tantangan besar dalam membuktikan unsur kekerasan dan kejahatan secara objektif.
Selain itu, jawaban ini mengungkapkan pentingnya penggunaan teknologi forensik modern, seperti pemeriksaan sidik jari, analisis DNA, atau rekaman CCTV, sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan bukti fisik langsung. Hal ini juga menuntut keahlian dan ketelitian dari para penyidik dan hakim dalam menilai dan memanfaatkan bukti yang tersedia secara optimal. Secara umum, jawaban ini menegaskan bahwa keberhasilan penanganan kasus pencurian dengan kekerasan sangat bergantung pada kualitas dan keberadaan bukti, serta kemampuan aparat penegak hukum dalam mengumpulkan dan memproses bukti tersebut. Selain itu, hal ini menjadi pengingat akan pentingnya peningkatan kapasitas dan teknologi dalam sistem peradilan pidana.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Shobirin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan proses pemeriksaan saksi dan bukti di pengadilan, yaitu:
Proses pemeriksaan saksi dan bukti di pengadilan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu melalui sidang yang terbuka dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan saksi dan bukti mereka. Hakim akan memimpin jalannya sidang, mendengarkan keterangan saksi, serta memeriksa dan mengevaluasi bukti yang diajukan. Namun, dalam praktiknya, ada beberapa hambatan yang sering ditemui. Pertama, hambatan dari segi saksi sendiri. Banyak saksi yang enggan atau takut untuk memberikan keterangan secara jujur di depan sidang, terutama dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang melibatkan ancaman atau kekerasan sebelumnya. Hal ini menyebabkan keterangan saksi menjadi tidak lengkap atau tidak dapat dipercaya. Kedua, hambatan terkait dengan bukti yang tidak lengkap atau tidak memadai. Beberapa bukti yang diajukan belum tentu cukup kuat atau masih perlu diverifikasi, sehingga proses pemeriksaan menjadi lebih panjang dan kompleks. Selain itu, hambatan administratif, seperti kendala waktu dan ketersediaan saksi, juga mempengaruhi jalannya proses pemeriksaan. Kadang saksi sulit dihadirkan tepat waktu karena alasan jarak, kesehatan, atau faktor lain. Terakhir, faktor eksternal seperti tekanan dari pihak tertentu atau opini publik juga bisa mempengaruhi proses pemeriksaan agar berjalan secara objektif dan adil. Secara keseluruhan, meskipun prosedur pemeriksaan sudah cukup terstruktur, hambatan-hambatan tersebut tetap menjadi tantangan dalam memastikan proses pemeriksaan berjalan lancar dan menghasilkan putusan yang adil.[footnoteRef:33] [33: Hasil wawancara dengan  Bapak Muhammad Shobirin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Mei 2026, Pukul 13.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban hakim menyatakan bahwa proses pemeriksaan saksi dan bukti dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, melalui sidang terbuka yang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan saksi dan bukti. Pernyataan ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus pencurian dengan kekerasan, berpegang pada prinsip keadilan procedural dan transparansi. Dari sudut pandang peneliti, jawaban ini menyoroti pentingnya prinsip audi alteram partem, yaitu hak kedua belah pihak untuk didengar dan mengajukan bukti secara adil. Hal ini merupakan landasan utama dalam memastikan proses persidangan yang jujur dan objektif, serta menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
Menurut analisis peneliti, keterbukaan sidang memungkinkan pengawasan dari masyarakat dan pihak terkait, sekaligus memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penilaian terhadap keabsahan dan relevansi bukti yang diajukan. Namun, peneliti juga perlu mempertanyakan apakah pelaksanaan proses ini berjalan secara efektif dan tanpa hambatan, mengingat faktor-faktor seperti keterbatasan waktu, kualitas saksi, dan keakuratan bukti yang diajukan. Secara keseluruhan, jawaban ini mencerminkan bahwa proses pemeriksaan di pengadilan telah dilaksanakan sesuai dengan standar prosedural. Tetapi, keberhasilan implementasi prinsip ini sangat tergantung pada kompetensi aparat hukum dan kondisi lapangan, termasuk kejujuran saksi dan keabsahan bukti yang diajukan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Shobirin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan apakah aspek hukum yang berlaku cukup memadai untuk mengadili kasus pencurian dengan kekerasan secara adil dan tepat, yaitu:
Menurut pandangan saya, aspek hukum yang berlaku saat ini sudah cukup memadai untuk mengadili kasus pencurian dengan kekerasan secara adil dan tepat. Hukum pidana dan peraturan terkait telah dirancang sedemikian rupa untuk memberikan perlindungan kepada korban sekaligus memastikan tersangka mendapatkan haknya. Namun, yang menjadi tantangan adalah penerapan aspek hukum tersebut di lapangan. Kadang-kadang, kendala dalam pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi mempengaruhi keadilan proses peradilan. Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan hakim agar dapat menerapkan aturan secara optimal. Secara keseluruhan, aspek hukum yang ada sudah cukup baik, asalkan diimplementasikan secara konsisten dan didukung dengan sistem penegakan hukum yang kuat dan profesional. Dengan begitu, keadilan dapat tercapai secara adil dan tepat bagi semua pihak.[footnoteRef:34] [34: Hasil wawancara dengan  Bapak Muhammad Shobirin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Mei 2026, Pukul 13.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban hakim yang menyatakan bahwa aspek hukum yang berlaku saat ini sudah memadai untuk mengadili kasus pencurian dengan kekerasan secara adil dan tepat, serta menegaskan bahwa hukum pidana dan peraturan terkait telah dirancang untuk memberikan perlindungan kepada korban. Pernyataan ini mencerminkan keyakinan bahwa sistem hukum yang ada telah memenuhi standar keadilan dan perlindungan hak-hak semua pihak.
Dari sudut pandang peneliti, jawaban ini menegaskan bahwa landasan hukum, termasuk KUHP dan peraturan pelaksanaannya, dianggap cukup komprehensif dalam mengatur unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan prosedur penanganannya. Hakim juga menekankan bahwa perlindungan terhadap korban merupakan prioritas utama dalam kerangka hukum saat ini.
Namun, peneliti perlu mengkritisi aspek implementasi dari hukum tersebut. Meskipun secara normatif hukum dianggap cukup memadai, kenyataannya seringkali terdapat tantangan dalam pelaksanaan di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya, penegakan hukum yang belum optimal, atau ketidakmerataan perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, penting juga untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan hukum dan mekanisme perlindungan korban dalam praktik di lapangan.
Secara umum, pernyataan ini menunjukkan keyakinan bahwa kerangka hukum saat ini sudah cukup untuk menegakkan keadilan. Tetapi, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada implementasi dan komitmen aparat penegak hukum serta sistem peradilan dalam menjalankan fungsi perlindungan dan keadilan secara nyata.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Shobirin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan menjelaskan solusi yang paling efektif untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengadili kasus ini, yaitu:
Menurut saya, solusi yang paling efektif adalah meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, terutama hakim dan penyidik. Pelatihan yang berkelanjutan tentang penanganan kasus pidana, khususnya pencurian dengan kekerasan, sangat penting agar mereka dapat melakukan pemeriksaan dan penuntutan secara lebih akurat dan adil. Selain itu, perlu adanya peningkatan penguatan sistem pengumpulan dan verifikasi bukti, termasuk penggunaan teknologi terkini seperti digital forensik dan rekaman CCTV. Ini akan membantu memperkuat proses pembuktian dan mempercepat penyelesaian kasus. Selanjutnya, penting untuk memperbaiki koordinasi antara lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, agar proses berjalan lebih efisien dan tidak terhambat oleh birokrasi yang berbelit. Yang tak kalah penting, perlunya peningkatan kesadaran dan perlindungan terhadap saksi agar mereka merasa aman dan yakin untuk memberikan keterangan yang jujur dan lengkap. Ini akan sangat membantu dalam memastikan proses peradilan berjalan objektif dan adil. Secara keseluruhan, kombinasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan teknologi, dan sistem koordinasi yang baik merupakan solusi yang paling efektif untuk mengatasi kendala yang ada dan memastikan keadilan tercapai.[footnoteRef:35] [35: Hasil wawancara dengan  Bapak Muhammad Shobirin, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Mei 2026, Pukul 13.00 Wib.] 


Menurut analisis peneliti, jawaban hakim menyatakan bahwa solusi paling efektif adalah meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, terutama hakim dan penyidik, melalui pelatihan berkelanjutan mengenai penanganan kasus pidana. Pernyataan ini menyoroti pentingnya sumber daya manusia dalam sistem peradilan pidana sebagai faktor kunci keberhasilan penegakan keadilan.
Dari sudut pandang peneliti, pernyataan ini mencerminkan pemahaman bahwa aspek kelembagaan dan kompetensi aparat hukum sangat menentukan kualitas proses peradilan. Pelatihan yang berkelanjutan dianggap sebagai upaya strategis untuk memastikan bahwa hakim dan penyidik memiliki pengetahuan dan keterampilan terbaru, termasuk pemahaman terhadap aspek hukum, etika profesional, serta kepekaan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan korban.
Namun, peneliti juga perlu mengkritisi faktor lain yang turut mempengaruhi efektivitas penanganan kasus, seperti sarana dan prasarana, sistem manajemen perkara, serta integritas aparat hukum. Peningkatan kapasitas harus diikuti dengan reformasi sistem, penguatan regulasi, dan pengawasan yang ketat agar hasilnya benar-benar meningkatkan kualitas penegakan hukum.
Secara keseluruhan, jawaban ini menegaskan bahwa pengembangan SDM aparat penegak hukum merupakan langkah strategis yang imperative untuk mencapai penegakan hukum yang adil dan profesional. Keberhasilan solusi ini sangat bergantung pada implementasi nyata dan keberlanjutan pelatihan serta reformasi struktural yang mendukung.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kendala dan solusi majelis hakim dalam mengadili kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Putusan Nomor 1857/Pid.B/2025/PN.Mdn yaitu kendala yang dihadapi berupa majelis hakim menghadapi berbagai kendala, termasuk tantangan dalam penerapan aspek hukum yang ada, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, serta kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial dan psikologis korban serta pelaku. Selain itu, faktor eksternal seperti tekanan sosial dan faktor ekonomi juga mempengaruhi proses peradilan. Solusi yang diterapkan yaitu perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, terutama hakim dan penyidik, melalui pelatihan berkelanjutan. Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas dan penguatan sistem perlindungan terhadap korban juga menjadi fokus utama untuk memastikan proses peradilan berjalan adil dan efektif. 
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